
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.244, 2013 ARSIP NASIONAL. Pemusnahan Asip. Pedoman.  
 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 25 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEDOMAN PEMUSNAHAN ARSIP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan 
Pedoman Pemusnahan Arsip; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
tentang Pedoman Pemusnahan Arsip; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia   
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5071); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 
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3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah enam kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 
2005; 

4. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 
tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia; 

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia 
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 05 Tahun 2010; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMUSNAHAN 
ARSIP.  

Pasal 1  
Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak 
mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu 
penyimpanan. 

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 
dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, 
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, Perusahaan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

3. Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk 
satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 

4. Arsip Daerah Provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan 
kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan 
di ibukota provinsi. 
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5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.  

6. Arsip Milik Negara adalah arsip yang tercipta dari kegiatan Lembaga 
Negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana Negara.  

7. Arsip Negara adalah arsip milik negara dan arsip statis yang 
diserahkan oleh Swasta dan perorangan ke lembaga kearsipan.  

8. Arsip Perguruan Tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan 
kerja organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun Swasta yang 
melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di 
lingkungan perguruan tinggi. 

9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan 
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara 
langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga 
kearsipan.  

10. Arsip Statis Berskala Kabupaten/Kota adalah adalah arsip statis dari 
kegiatan dan/atau peristiwa yang dihasilkan pencipta arsip yang 
memiliki yuridiksi kewenangan kabupaten/kota satuan kerja 
perangkat daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, BUMD, 
Perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan yang 
berskala kabupaten/kota. 

11. Arsip Statis Berskala Nasional adalah arsip statis dari kegiatan 
dan/atau peristiwa yang dihasilkan pencipta arsip yang memiliki 
yuridiksi kewenangan secara nasional yaitu: Lembaga Negara, BUMN, 
Perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan 
perorangan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional. 

12. Arsip Statis Berskala Perguruan Tinggi adalah adalah arsip statis dari 
kegiatan dan/atau peristiwa yang dihasilkan pencipta arsip yang 
memiliki yuridiksi kewenangan perguruan tinggi, yaitu satuan kerja 
pada rektorat, fakultas, unit dengan sebutan nama lain, civitas 
akademika di lingkungan perguruan tinggi. 

13. Arsip Statis Berskala Provinsi adalah arsip statis dari kegiatan 
dan/atau peristiwa yang dihasilkan pencipta arsip yang memiliki 
yuridiksi kewenangan provinsi, yaitu satuan kerja perangkat daerah, 
penyelenggara pemerintahan daerah, BUMD, Perusahaan, organisasi 
kemasyarakatan, organisasi politik, dan perorangan yang berskala 
provinsi;  

14. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan 
dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga 
keutuhan, keamanan dan keselamatannya yang meliputi arsip 
kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian 
internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan 
yang strategis.  
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